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Kegiatan jual beli ialah hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia 
sebagai mahkluk sosial untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu 
yang dapat dilakukan ialah jual beli dengan sistem kredit atau angsuran. Jual beli 
angsuran ialah jual beli dengan disegerakan penyerahan barang atau objek jual 
beli tapi pembayarannya ditangguhkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 
Masyarakat Keluarahan Sukadanaham yang mayoritas wilayahnya masih berupa 
kebun dan tanah kosong sering menjadikan kebun sebagai objek jual beli kredit 
atau angsurann, akan tetapi kebun yang sudah menjadi objek jual beli secara 
kredit masih dimanfaatkan oleh penjual sesukanya tanpa seizin dari pembeli. Hal 
ini membuat pembeli merasa dirugikan karena sudah membayar angsurannya 
secara rutin setiap bulannya. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana ketentuan larangan 
pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas 2) bagaimaan tinjauan hukum 
Islam tentang ketentuan larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum 
lunas. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengkaji ketentuan larangan 
pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas dan untuk mengetahui 
tinjauan hukum Islam tentang larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang 
belum lunas di Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota 
Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) 
yang sifatnya deskriptif analisis yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan 
serta fenomena yang jelas mengenai situasi yang terjadi kemudian di analisis, 
maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa ketentuan larangan 
pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas di Kelurahan Sukadanaham 
Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung ialah pada saat transaksi jual 
beli secara angsur terjadi penjual tidak menyebutkan syarat dan ketentuan yang 
berlaku karena mereka hanya melakukan akad secara lisan serta menggunakan 
kwitansi untuk mencatat transaksi perbulannya juga tidak disaksikan oleh saksi. 
Kemudian pihak penjual masih dengan bebas memanfaatkan kebun itu mulai dari 
mengambil hasilnya sambil menebang pohon yang ada. Ketentuan yang dibuat 
oleh pihak penjual kebun belum sesuai menurut hukum Islam khususnya pada saat 
terjadinya akad dimana tidak adanya saksi dan juga tidak disebutkannya syarat 
dan ketentuan yang berlaku. Larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang 
belum lunas ialah menyalahi hukum Islam karena tidak dilakukan sesuai 
ketentuan yang ada dan dilakukan dengan kehendak salah satu pihak saja yaitu 
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TRANSLITERASI ARAB – LATIN  
  
1. Konsonan  
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di 
lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 
dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan 
transliterasinya dengan huruf Latin :  
Huruf 
arab  
Nama  Huruf 
latin  
Nama  
 ا Alif  Tidak 
dilambang
kan  
Tidak dilambangkan  
 ة Ba  B  Be  
 ت Ta  T  Te  
 ث Ṡa  ṡ  es (dengan titik di atas)  
 ج Jim  J  Je  
 ح Ḥa  ḥ  ha (dengan titik di 
bawah)  
 خ Kha  Kh  kadan ha  
 د Dal  D  De  
 ذ Ẑal  ẑ  zet (dengan titik di atas)  
 ر Ra  R  Er  
 س Zai  Z  Zet  
 iv 
 
 ص Sin  S  Es  
 ش Syin  Sy  esdan ye  
 ص Ṣad  ṣ  es (dengan titik di 
bawah)  
 ض Ḍad  ḍ  de (dengan titik di 
bawah)  
 ط Ṭa  ṭ  te (dengan titik di 
bawah)  
 ظ Ẓa  ẓ  zet (dengan titik di 
bawah)  
 ع „ain  „  komaterbalik (di atas)  
 غ Gain  G  Ge  
 ف Fa  F  Ef  
 ق Qaf  Q  Ki  
 ك Kaf  K  Ka  
 ل Lam  L  El  
 م Mim  M  Em  
 ن Nun  N  En  
 و Wau  W  We  
 ـه Ha  H  Ha  
 ء Hamzah  '  Apostrof  
 ى Ya  Y  Ye  
  
2. Vokal  
 Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  
1) Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 




Tanda  Nama  Huruf Latin  Nama  
    َ Fathah  A  A  
    َ Kasrah  I  I  
    َ Dhammah  U  U  
  
2) Vokal Rangkap  
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harkat dan huruf, yaitu:  
Tanda  Nama  Huruf 
Latin  
Nama  
  ... ْي fathahdanya  Ai  a dani  
  ... ْو fathahdanwau  Au  a dan u  
  
Contoh:  
  ت ت  ك   - kataba  
  ف  ل  ع   - fa‟ala  
  زِكذ   - żukira  
  ت هْذٌ   - yażhabu  
  لئ س   - su'ila  
  فٍْ  ك   - kaifa  
  لْو  ه   - haula  
 
3.  Maddah  
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
Harkat 
huruf  






 ...  ى...ا 
 Fathah dan alif 
atau ya  
A  a dan garis di atas  
  ...ِى  Kasrah dan ya  I  i dan garis di atas  
 ...  و  Hammah dan 
wau  
U  u dan garis di atas  
  
Contoh:  
    لبق  – qāla 
   ىهر -ramā  
  qĭla -    ل ًْ ِق 
 
4.  Ta’marbuṭah  
 Transliterasi untuk ta‟marbutah ada dua:  
1) Ta‟marbutah hidup  
Ta‟marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 
dammah, transliterasinya adalah “t”.  
2) Ta‟marbutah mati Ta‟marbutah yang mati atau mendapat harakat 
sukun, transliterasinya adalah “h”.  
3) Kalau pada kata terakhir denagn ta‟marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka 
ta‟marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).  
Contoh:  
  rauḍah al-aṭfāl -       لبفط  لأا  ة  ضْور 
       - rauḍatulaṭfāl  
 vii 
 
    نلا
 ِد  نلا  ةنٌ
نةر َّو    - al-Madĭnah al-Munawwarah  
        -al-Madĭnatul-Munawwarah  
  -talḥah        ْة  حْلط 
 
5.  Syaddah  
 Syaddah atau tasydid yang dalamt ulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang samadenganhuruf yang diberi 
tanda syaddahitu.  
 
   Contoh:  
    ا نثر 
- rabbanā  
   لشن - nazzala  
  ّتلا - al-birr  
  ّج  حلا 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan secara rinci tentang skripsi ini perlu untuk 
memahami pengertian beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi yaitu 
Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pemanfaatan Kebun Bagi 
Pembeli Yang Belum Lunas (Studi di Kelurahan Sukadanaham 
Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung). Adapaun 
pengertian beberapa istilah pada skripsi ini sebagai berikut: 
Tinjauan, yaitu hasil meninjau.
1
 Pandangan, pendapat sesudah 
menyelidiki, mempelajari dan sebagainya. 
Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
SWT dan sunnah Rassul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui 
dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi beragama Islam.
2
 
Larangan, perintah atau larangan yang mengatur suatu perbuatan.
3
 




Kebun, sebidang tanah yang ditanami pohon musiman.
5
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Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1470. 
2
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh  (Jakarta: PT. Logos  Wacana Ilmu, 1997), Cet-1, h. 5. 
3
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa  
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 791. 
4
Ibid. h. 873. 
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Belum Lunas, masih dikeadaan tidak beres dan belum selesai dibayar.
7
 
Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini dapat 
disimpulkan sebagai upaya mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam tentang 
larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas di Kelurahan 
Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. 
B. Alasan Memilih Judul 
1. Alasan Objektif 
Jual beli adalah kegiatan manusia sehari-hari sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kegiatan jual beli yang dapat dilakukan 
adalah dengan sistem kredit, dimana jual beli ini dilakukan dengan 
disegerakan penyerahan barang dan ditangguhkan pembayarannya. Namun 
sistem jual beli ini menimbulkan persoalan pada masyarakat kelurahan 
sukadanaham, yaitu berupa penangguhan penyerahan objek jual berupa 
kebun kepada pembeli serta pemanfaatannya oleh pihak penjual dan 
pembeli merasa dirugikan dengan adanya sistem tersebut. Hal ini yang 
membuat penulis ingin meneliti tentang larangan pemanfaatan kebun bagi 
pembeli yang belum lunas di Kelurahan Sukadanaham. 
2. Alasan Subjektif 
a. Buku-buku referensi mengenai permasalahan ini mudah didapat. 
b. Lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti. 
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c. Judul skripsi ini sesuai dengan bidang ilmu yang penulis pelajari di 
jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 
C. Latar Belakang Masalah 
Jual beli tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia sehari-hari guna 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli ialah suatu perjanjian di mana pihak 
yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain 
untuk membayar harta benda yang telah diperjanjikan (pasal 1457 KUHPdt).
8
 
Salah satu yang sering dilakukan oleh masyarakat ialah jual beli kredit, yaitu 
pembelian barang secara mengangsur.
9
  
Sebelum tercapainya kesepakatan jual beli baik secara kredit maupun 
tidak, harus didahului dengan perbuatan tawar-menawar yang berfungsi 
sebagai penentu sejak kapan terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual 
beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan 
oleh penjual dan pembeli.
10
 
Terdapat juga jual beli secara kredit dalam Islam, ialah menjual sesuatu 
dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli 
dan ditangguhkan pembayarannya.
11
 Berdasarkan pada Firman Allah SWT QS 
Al-Baqarah (2): 282 
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                           
                    
  ا  لل...   
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.
12
 
Jual beli dengan sistem kredit dilakukan dengan barang diserahkan 
kepada pembeli secara langsung dan waktu pembayaran harus jelas sesuai 
dengan kesepakatan, berapa kali angsuran, berapa pembayaran tiap bulan dan 
sampai kapan pembayaran berakhir.
13
 
Pelaksanaan jual beli dengan sistem kredit ini dilakukan oleh semua 
golongan ekonomi dari menengah kebawah hingga ke atas. Hal ini juga terjadi 
pada masyarakat Kelurahan Sukadanaham yang melakukan jual beli kredit 
dengan menjadikan kebun sebagai objeknya. 
Sistem jual beli kredit ini menimbulkan persoalan pada masyarakat 
Kelurahan Sukadanaham, pembeli merasa tidak diberikan haknya, karena 
penjual menangguhkan penyerahan objek jual beli berupa kebun serta 
pemanfaatannya. Padahal pembeli sudah melaksanakan kewajiban membayar 
angsuran sesuai kesepakatan yang telah dilakukan. 
Saat terjadinya akad antara kedua belah pihak tidak ada perjanjian 
tambahan yang dibuat tentang jual beli kredit dengan objek berupa kebun. 
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Akad yang dilakukan antara keduanya sudah jelas, yaitu jual beli dengan 
sistem kredit dan ketentuan-ketentuan yang mengikutinya. 
Prinsip dasar muamalah dalam jual beli secara kredit  mempunyai 
tujuan, yaitu berinteraksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup dan 
terpenting muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung 
unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat membawa kebaikan bagi semua 
pihak yang terlibat. Adanya persoalan tersebut pihak pembeli merasa 
dirugikan oleh pihak penjual karena tidak meberikan apa yang seharusnya 
menjadi haknya dan merasa sudah menjalankan kewajibannya membayar 
angsuran rutin setiap bulan. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas ada permasalahan antara 
teori yang seharusnya digunakan dan praktik di lapangan, khususnya 
berkenaan dengan adanya larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli. Oleh 
karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk, tinjauan hukum 
Islam tentang larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas  di 
Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 
memberikan pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana ketentuan larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang 





2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang ketentuan larangan pemanfaatan 
kebun bagi pembeli yang belum lunas di Kelurahan Sukadanaham 
Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung? 
E. Tujuan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui ketentuan larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli 
yang belum lunas di Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung 
Karang Barat Bandar Lampung. 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang ketentuan larangan 
pemafaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas di Kelurahan 
Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis dan memberikan pemahaman kepada 
masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam ketentuan jual 
beli secara kredit. 
b. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas 
Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 
F. Metode Penelitian 
Penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang 





1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (Field 
research), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau 
diresponden.
14
 penelitian di lapangan dilakukan untuk memperoleh data 
atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang 
bersangkutan, terdiri dari pihak penjual dan pembeli kebun. 
b. Sifat Penelitian 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat 
deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang 
saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, 




2. Sumber Data Penelitian 
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan tinjauan hukum Islam 
tentang larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas. Oleh 
karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 
responden atau objek yang diteliti.
16
 Sumber data yang utama yaitu 
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sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan 
pemilik pertama kebun atau penjual dan para pembeli kebun. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan 
dilaporkan oleh orang atau instansi selain dari peneliti sendiri, 
walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.
17
 Data 
sekunder juga sebagai pendukung data primer yang diperoleh dari dalil 
Al-Quran, Hadist serta buku-buku fiqh muamalah. 
3. Metode  Pengumpulan Data 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk 
memperoleh data yang diperlukan.
18
 Dalam penelitian ini pengumpulan 
data menggunakan beberapa metode yaitu : 
a. Metode Interview (Wawancara) 
Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana 
peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.
19
 
Interview dilakukan langsung kepada informan yaitu orang-orang yang 
dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Pada 
prakteknya penulis menyiapakan daftar pertanyaan untuk diajukan 
kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kebun 
secara kredit. 
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b. Metode Observasi 
Metode observasi adalah cara dan tekhnik pengumpulan data 
dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.
20
 
Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang 
akan diteliti. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 
berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.
21
 
Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan 
mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang 
diteliti. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan.
22
 Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek 
pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 
penelitian populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber 
data pada penelitian, yaitu 6 orang pembeli, 4 orang penjual kebun, 
serta 1 orang Tokoh masyarakat dan 1orang ketua RT setempat. 
                                                             
20
Ibid. h. 58. 
21
Suharsimi Arikunto, Op. Cit. h. 274. 
22






Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-
cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan 
lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.
23
 Sehubungan dengan 
populasi yang berjumlah kurang dari 100, yakni hanya 12 responden 
maka semua responden yang ada dijadikan sampel penelitian. Penelitian 
ini disebut sebagai penelitian populasi. 
5. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data 
a. Metode Pengolahan Data 
Pengolahan data dapat berarti menimbang menyaring, mengatur, 
mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-
benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta 
berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan 
mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut 
aturan tertentu. 
Pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, penulis 
menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1. Editing atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang 
terkumpul sudah cukup lengkap, sudah bener atau sesuai atau relevan 
dengan masalah. 
                                                             
23




2. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan 
penggolongannya setelah diadakannya pengecekan. 
3. Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk 
menganalisis dan menarik kesimpulan.24 
4. Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan 
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan 
berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.25 
b. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian dengan menggunakan metode 
kualitatif. Maksudnya ialah bahwa analisis ini bertujuan untuk 
mengetahui tentang ketentuan larangan pemanfaatan kebun bagi 
pembeli yang belum lunas. 
Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode 
berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang 
khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki.
26
 Metode ini 
digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang 
berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisisnya dituangkan 
di bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam 
penelitian ini. 
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A. Jual Beli  
1. Pengertian Jual Beli 
 Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa 
pertolongan orang lain. ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di 
tangan orang lain. sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu 
tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk 




 Menurut bahasa (etimologi), jual beli berarti pertukaran sesuatu 
dengan sesuatu (yang lain).
2
 Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan al-
bai’ yang berarti menjual, mengganti, dan menukar.3 Jual beli merupakan 
istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang 
terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.
4
 
 Pengertian jual beli menurut istilah (terminology), para ulama berbeda 
pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain: 
a. Menurut ulama Hanafiyah: 
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Jual beli adalah pertukaran harta (Benda) dengan harta bisa dilihat dari 
segi barang jualnya, dan bisa juga dari segi harganya.
5
 
b. Menurut Imam Nawawi: 
Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
6
 
c. Menurut Ibnu Qudamah: 




   Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa 
jual beli menurut istilah (terminology) adalah suatu perjanjian tukar 
menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak 
milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai 
dengan ketentuan yang dibenarkan syara‟ (hukum Islam).8 
   Jual beli secara umum adalah suatu perjanjian di mana pihak yang 
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain 
untuk membayar harta benda yang telah diperjanjikan. Sebelum terjadi 
kesepakatan, didahului dengan perbuatan tawar menawar yang berfungsi 
sebagai penentu sejak kapan terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian 
jual beli tersebut baru dinyatakan sah dan mengikat sehingga wajib 
dilaksanakan oleh penjual dan pembeli. jual beli juga dapat diartikan 
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sebagai perbuatan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menjual benda 
tertentu untuk memperoleh sejumlah uang dan pihak yang membeli untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
9
 Jadi jual beli ialah perjanjian dimana 
pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas sesuatu 




2. Dasar Hukum Jual Beli 
 Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang 
jelas, baik dari Al-Quran, Sunnah dan telah menjadi ijma ulama atau kaum 
muslimin. 
a. Al-Quran 
1) Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah (2) ; 275; 
    هللا        …    
 
“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”.11 
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 Dari pengertian ayat di atas bahwa jual beli diperbolehkan 
dalam Islam guna memenuhi kebuthan hidup sehari-hari, serta Allah 
mengharamkan kita untuk bermain dengan riba. 
2) Firman Allah dalam Q.S AN-Nisa (4) : 29 
                     
                    هللا   
          
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu, dan 
janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”.12 
 
 Ayat di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban 
untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik 
berupa perkataan maupunperbuatan. Pelaksanaan akad dalam 
transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, 
atau yang diistilahkan „antarâdhin minkum’. Walaupun kerelaan 
tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi 
indikator dan tandatandanya dapat terlihat. Ijâb dan qabûl atau apa 
saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah 
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1) Dalam hadist dari Abi Sa‟id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-
Baihaqi, Ibn Majah Ibn Hibban, Rasulullah saw, Menyatakan: 
 ُلوُسَر َلاَق :ُلوُق َي َّيِرْدُخْلا ٍديِعَس َابأ ِللا  ىَّلَص ُللا  اَم َّنِإ :َمَّلَسَو ِوْيَلَع
 ٍضاَر َت ْنَع ُعْي َبْلا14  
“Dari Abu Sa‟id Al Khudri berkata, Rosululloh bersabda 
“Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.”15 
2) Dalam hadist dari Rifa‟ah bin Rafi‟I yang diriwayatkan oleh Al-
Bazzar dan dianggap shahih menurut Al-Hakim, menyatakan: 
 َيِضَر ٍعِفَار ِنْب َةَعاَِفر ْنَع ُللالا َّنَأ { ُوْنَع ىَّلَص َّيِبَّن ُللا َلِئُس َمَّلَسَو ِوْيَلَع
 } ٍروُر ْ بَم ٍعْي َب ُّلَُكو ، ِهِدَِيب ِلُجَّرلا ُلَمَع : َلاَق ؟ ُبَيْطَأ ِبْسَكْلا ُّيَأ :
 ُمِكاَحْلا ُوَح َّحَصَو ُراَّز َبْلا ُهاَوَر16  
“Dari Rifa‟ah bin Rifi‟I r.a, Nabi Muhammad pernah ditaya mengenai 
pekerjaan yang paling baik? Nabi menjawab : pekerjaan dengan 
menggunakan tangan sendiri dan semua jual beli yang mabrur. (H.R 
Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Al-Hakim).
17
Maksud dari 
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mabrur ialah jual beli yang baik di mana terhindar dari segala macam 
tipu menipu dan merugikan orang lain. 
 
c. Ijma 
 Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan 
bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa 
bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau barang milik orang 
yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang 
sesuai.
18
 Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari guna 
memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dari itu para ulama menghalakan 
jual beli, selagi jual beli tersebut tidak keluar dari koridor islam.  
 Pendapat di atas dapat menjadikan dasar atau hujjah dalam 
menentukan hukum yang berkaitan dengan jual beli, dasar hukum di atas 
menerangkan bahwa jual beli itu ialah mubah, jadi diperbolehkan selagi 
tidak keluar dari koridor hukum Islam.
19
 
3. Rukun dan Syarat Jual beli 
a. Rukun Jual Beli 
 Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi 
sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara.Dalam menentukan 
rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan 
jumhur ulama.Rukun jual beli menurut ulama hanafiyah hanya satu, yaitu 
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(ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari 
penjual).Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu 
hanyalah kerelaan (rida/tara’dhi) kedua belah pihak untuk melakukan 
transaksi jual beli.Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan 
unsure hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka 
diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang 
melakukan transaksi jual.
20
 Adapun akad jual beli, rukunnya ada tiga 
menurut Imam Nawawi di dalam syarah Al-Muhadzdzab:
21
 
1) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang 
diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. penjual haruslah cakap 
dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf). 
2) Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya 
(uangnya).  
3) Barang Jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara untuk 
dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli. 
4) Shighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak 
pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli 
menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah 
terima), baik transaksi menyerahlan barang lisan maupun tulisan.
22
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b. Syarat Jual Beli 
1) Subjek jual beli, yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi 
syaratsyarat sebagai berikut: 
a) Berakal, jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang 
gila dan anak kecil yang tidak berakal.
23
 Berakal, yaitu dapat 
membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, oleh 




b) Dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan transaksi jual 
beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan 
kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan 
transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri.
25
 Jual beli 
yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi tidak sah karena 
salah satu prinsip jual beli ialah suka sama suka.
26
 
c) Bukan pemboros atau pailit, terhadap orang ini tidak dibenarkan 
melakukan jual beli karena mereka dikenakan hajru (larangan 
melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang 
melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-sian. 
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d) Baligh, yaitu menurut hukum islam, dikatakan baligh (dewasa 
apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang 
bulan bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli 
yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi 
anak-anak yang sudah dapat membedakan yang mana yang baik 
dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa menurut sebagian ulama 
anak tersebut boleh melakukan kegiatan jual beli khusunya bagi 
barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi.
28
 
2) Objek jual beli, yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya 
jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
a) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang 
diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan 
sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan. 
Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua barang atau benda 
mengandung najis tidak boleh diperjual belikan, misalnya kotoran 
binatang atau sampah-sampah yang mengandung najis boleh 
diperjualbelikan sebatas kegunaan barang bukan untuk 
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dikonsumsikan atau dijadikan makanan.
29
 Sehingga penjualan 
benda-benda najis itu tidak sah jika dilakukan seperti kecuali hal 
sebatas kegunaan bukan untuk konsumsi.
30
 
b) Barang atau benda yang diperjual belikan milik orang yang 
melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan 
perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang 
tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang 
tersebut.
31
 Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak 
boleh dijualbelikan, seperti menjual ikan di laut atau emas dalam 
tanah.
32
 Jadi, barang yang bukan milik sendiri tidak dapat diperjual 
belikan kecuali ada mandate yang diberikan oleh pemilik seperti 
akad wakalah (perwakilan).
33
 Tidak sah hukumnya menjual barang 
yang belum menjadi miliknya atau yang baru akan menjadi 
miliknya, barang harus sepenuhnya milik penjual.
34
 
c) Benda yang diperjual belikan itu ada dalam arti yang 
sesungguhnya, jelas sifat, ukuran, dan jenisnya. Jual beli yang 
dilakukan terhadapt sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas 
wujudnya tidak sah, seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas 
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 Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan 
salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.
36
 
d) Barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, 
maksud disini bahwa barang atau benda yang diperjual belikan 
dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan 
pembeli).
37
ini berarti tidak sah jual beli terhadap sesuatu yang 
tidak dapat diserahterimakan, misalnya jual beli burung yang 
terbang di udara, dan ikan di lautan.
38
 
3) Lafaz (ijab qabul)  
 Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari 
jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak.kerelaan kedua belah pihak 
dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. apabila ijab dan 
Kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang 
atau uang telah berpindah tangan, dari pemilik semula. Barang yang 
dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar/ uang 
berpindah tangan menjadi milik penjual.
39
 
4. Sesuatu yang Ikut Terjual Tanpa Disebut 
 Seseorang membeli rumah, maka bangunanya, pintunya dan lain-
lainnya yang bersangkutan dengan rumah tadi ikut terjual, sekali pun tidak 
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disebut.Demikian juga bila seseorang membeli tanah pertanian yang ditanami 
pepohonan, maka pepohonan ikut terjual. 
 Menurut Hanafiyah apa saja yang menyatu kukuh dengan barang yang 
diakad, dalam arti ia ditaruh bukan untuk dibuang atau ditebang, seperti 
pohon yang ditanam untuk dimanfaatkan buahnya secara terus menerus dan 
lain sebagainya dari semua jenis pohon yang tumbuh tetap (kuat), maka 
semua itu termasuk barang yang diakad, sekalipun tidak disebutkan dalam 
akad, sedangkan menurut Syafi‟iyah dalam penjualan kebun tercakup di 
dalamnya tanah, pohon,dan bangunannya. Sedangkan tanaman pertanian 
yang ada tidak termasuk.
40
 Hanabilah juga berpendapat dalam penjualan 
tanah atau pun kebun, maka termasuk bangunan dan pohonnya, sekalipun 
pembeli tidak menyebut dengan fasilitasnya, karena bagaimanapun bangunan 
dan pohon ikut tanah, sebab keduanya dibangun/ditanam untuk tetap di tanah 
itu, sedangkan pohon yang ditebang atau dicabut, tidak termasuk.
41
 
 Seseorang menjual kebun, maka penjualan itu mencakup tanahnya, 
pohonnya, dan pagarnya, serta bangunan yang ada di dalamnya. Sedangkan 
jika ia menjual tanah yang di dalamnya ada tanaman yang hanya dipanen 
sekali saja, seperti gandum maka tanaman itu milik si penjual, dan ia tidak 
termasuk dalam akad jual beli tersebut. Sedangkan jika di tanah yang dijual 
itu terdapat tanaman yang dapat dipetik hasilnya beberapa kali, seperti labu 
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dan terong, maka tanaman pokoknya menjadi milik pembeli tanah mengikuti 
tanah, sedangkan buah yang sudah terlihat saat dijual maka menjadi milik 
penjual. 
 Semua penjelasan tentang apa yang mengikuti kepada penjual dan apa 
yang mengikuti pembeli, pada saat menjual barang tidak bergerak, itu 
berlaku pada saat tidak ada syarat di antara penjual dan pembeli, sedangkan 
jika ada syarat atau kesepakatan antara keduanya tentang kepada pihak mana 
hal-hal tadi diberikan, maka syarat itulah yang terpakai dalam masalah ini.
42
 
5. Pengertian Jual Beli Sistem Kredit 
 Jual beli secara kredit dikenal juga dengan jual beli tertangguh ba’i 
bidhaman ‘ajil, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan 
barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan 
pembayarannya.
43
Secara terminology jual beli secara kredit ialah pedagang 
menjual suatu barang yang jika dibayar tunai harganya sekian, dan jika 
dibayar secara kredit atau angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari 
yang pertama.
44
 Jual beli ini juga dapat dibilang sebagai lawan dari jual beli 
secara tunai, karena pada jual beli ini barang atau objek diserahkan 
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langsung, kemudian pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai 
kesepakatan antara kedua belah pihak.
45
 
 Menurut Sulaiman bin Turki definisi jual beli kredit ialah jual beli 
dimana barang diserahterimakan terlebih dahulu, sementara pembayaran 
dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan.
46
Maksud 
dari jual beli secara kredit ialah suatu pembelian yang dilakukan terhadap 
sesuatu barang/objek, yang pembayaran harga barang/objek tersebut 
dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang 
telah disepakati kedua belah pihak(pembeli dan penjual).
47
Jadi jual beli 
kredit ialah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan atau pembayaran 
yang ditunda, di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual 
beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun 
sebagian.Pembayaran dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepakatan.
48
 
6. Dasar Hukum Jual Beli Kredit 
 Jual beli secara kredit sebagai bagian dari muamalah juga mempunyai 
dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Sunnah ialah sebagai berikut: 
a. Al-Quran 
1) Firman Allah dalam Q.S Al Baqarah (2), 275: 
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     هللها          …      
 
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.49 
2) Firman Allah swt Q.S Al Baqarah (2), 282: 
                        
                  
   هللا  ...    
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya”.50 
 
 Menurut tafsirnya al-Qurthubi mengatakan: yang demikian itu 
mencakup seluruh transaksi jual beli yang dilakukan tidak secara 
tunai. Di dalam kitab asb shabibain disebutkan disebutkan dari Aisya 
r.a, bahwa barirah pernah membeli dirinya sendiri dari majikannya 
dengan harga 9 auq, yang setiap tahunnya dibayarkan satu auq.Lalu 
Nabi Saw menyetujui hal tersebut. Dengan demikian, dapat 
diketahui diperbolehkannya bermuamalah dengan cara tidak tunai, 
karena hal tersebut masuk dalam keumuman ayat.
51
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 ُلوُسَر ىَر َتْشا ِللا  ىَّلَص ،ٍةَئيِسَِنب اًماَعَط ٍّيِدوُه َي ْنِم َمَّلَسَو ِوْيَلَع ُللا
 ُوَعْرِد ُوَنَىَرَو52  
“Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam membeli sebagian bahan 
makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran dihutang dan 




 Jumhur Ulama membolehkan karena pada asalnya boleh dan 
nas yang mengharamkannya tidak ada dan tidak bisa disamakan 
dengan riba dari segi manapun.Oleh karena itu seorang pedagang 
boleh menjual secara angsur atau kredit dan menaikkan harga 
menurut yang pantas, selama tidak sampai pada batas pemerkosaan 
dan kezaliman.Kalau sampai demikian terjadi jelas hukumnya 
haram. Imam Syaukani berkata “Ulama Syafi‟iah, Hanafiyah, Zaid 
bin Ali, Al-Muayyid billah dan jumhur ulama berpendapat boleh, 
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7. Syarat dan Ketentuan dalam Jual Beli Kredit 
 Beberapa syarat dalam jual beli dengan sistem kredit ialah sebagai 
berikut: 
a. Syarat-syarat yang berlaku pada jual beli dengan sistem kredit tidak 
berbeda dengan syarat-syarat jual beli pada umumnya, karena pada 
dasarnya yang mendasari perbedaannya ialah sistem pembayarannya 
yang ditangguhkan atau dilakukan secara angsuran.
55
 
b. Penjual merupakan pemilik sempurna barang/objek yang dijual. Tidak 
diperbolehkan seseorang menjual barang yang bukan miliknya, atau 
barang masih dalam penguasaan pihak lain.
56
 
c. Barang diserahkan kepada pembeli oleh sang penjual.57 Pada waktu 
terjadinya penjualan, kepemilikan atas barang harus secara yuridis 
berpindah dari penjual kepada pembeli, jadi pembeli sudah berhak 
memanfaatkan objek jual beli tersebut.
58
 
d. Harga dalam jual beli kredit merupakan utang (tidak dibayarkan kontan), 
serta harga tersebut jika sudah disepakati oleh kedua belah pihak, harga 
tersebut tidak boleh berubah untuk seterusnya. Tidak boleh diturun 
naikkan, harus sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
59
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e. Barang/objek yang diperjualbelikan secara kredit diserahkan secara 
langsung. 
f. Waktu pembayaran jelas sesuai dengan kesepakatan, berapa kali 
angsuran, berapa pembayaran tiap angsuran dan sampai kapan 
pembayaran berakhir harus jelas yang tidak boleh diingkari oleh salah 








8. Konsekuensi Jual Beli Secara Kredit 
 Konsekuensi akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan 
barang/objek yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan uang pembayaran 
kepada penjual.Mengingat uang pembayaran dalam jual beli kredit 
ditangguhkan pembayarannya maka uang ini tidak diserahkan saat transaksi 
berlangsung.Namun, hal tersebut tidak memberikan hak kepada penjual 
untuk menolak menyerahkan barang yang dijualnya. Seandainya seseorang 
menjual dengan syarat ia tidak menyerahkan barang/objek sampai ia 
menerima uang pembayaran maka apabila harganya menggunakan sistem 
kredit (pembayarannya ditunda), akadnya batal karena barang wajib 
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9. Hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak penjual dan 
pembeli 
 
 Upaya mewujudkan tujuan ini, penjual harus diberi jaminan-jaminan 
sebagai berikut: 
a. Hak menahan barang/objek jual dan tidak menyerahkannya kepada 
pembeli jika pembeli dalam kondisi pailit, kesulitan keuangan dan 
lemahnya jaminan-jaminan yang diberikan pembeli untuk menanggung 
pembayaran. 
b. Hak mencabut barang/objek jual apabila pembeli lalai melaksanakan 
komitmennya membayar harga barang setelah berlalunya waktu yang 
telah ditetapkan dalam transaksi jual beli. 
c. Mempertahankan pemilikan. Penjual boleh menggantungkan 
perpindahan kepemilikan dengan syarat pelunasan seluruh anggsuran.
63
 
 Jaminan yang diberikan oleh syariah kepada pembeli untuk 
melindungi haknya, jaminan yang terpenting bagi pembeli adalah sebagai 
berikut: 
a. Penerimaan barang 
 Mekanisme serang terima, kondisi penerimaan barang, denda 
pelanggaran, pembatalan akad, jaminan tidak adanya perlawanan, 
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tuntunan dan cacat-cacat yang tersembunyi, semuanya telah diatur oleh 
tata tertib serah terima barang dan pembayarannya secara umum dalam 
jual beli secara kredit. 
b. Hak menahan pembayaran 
 Apabila pelaksanaan kewajiban penjual dalam menyerahkan 
barang dagangan ditunda sampai waktu yang lebih dan disepakati oleh 
kedua belah pihak penjual dan pembeli, sehingga bila pembeli 
membayar uang muka, sementara penjual tidak mau menyerahkan 
barang/objek pada waktu yang telah ditentukan maka pembeli berhak 
menghentikan pembayaran angsuran berikutnya, karena dalam keadaan 
ini ia tidak mungkin menuntut pembatalan jual beli dan tidak mungkin 
melakukan klaim jaminan agar ia berhak tidak melunasi harga. Hak 
menahan pembayaran ini dimiliki pembeli, baik ia belum menerima 
barang/objek tersebut maupun sudah menerimanya, namun barang/objek 
tersebut ditarik kembali oleh penjual karena suatu sebab, kemudian si 
penjual tidak mau menyerahkan lagi pada pembeli.
64
 
 Pembeli memiliki hak menahan pembayaran apabila penjual 
mengancam hak pembeli untuk tidak memiliki barang/objek yang telah 
diserahkan secara factual, sebagaimana halnya jika seseorang 
menghadapi pembeli yang menuntut barang/objek kepada hak yang 
mendahului jual beli, atau apabila telah diputuskan untuk mencabutnya 
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10. Hikmah dan Manfaat Jual Beli 
 Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual-beli 
antara lain: 
a. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada 
dengan jalan suka sama suka. 
b.  Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang 
diperoleh dari hasil batil 
c. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal. 
d. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat) 
e. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa 
karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha 
terhadap anugrah Allah SWT. 




 Allah swt mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan 
keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya, karena semua manusia 
secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan 
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lain-lainnya.Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti 
selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat 
hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam 
hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, di 
mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia 




 Hikmah dalam jual beli yang dapat kita rasakan dan kita ambil ialah 
jual beli itu dapat mempererat hubungan baik atas jalan suka sama suka, serta 
mecari rizki di jalan yang benar sesuai tuntunan dari Allah SWT dan 
Rasulullah SAW, karena keberkahan dari Allah swt adalah hal yang paling 
utama dalam menjalani kehidupan, terutama saat kita mencari rezeki untuk 
diri sendiri maupun untuk keluarga yang disayangi. 
B. Akad 
1. Pengertian Akad 
 Menurut bahasa akad ialah Ar-rabbth (ikatan), mampunyai dua 
pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, 
mengikat, serta kebalikannya berate melepaskan,
68
 akad juga berasal dari 
bahasa arab yang artinya mengikat menetapkan dan membangun. Kata akad 
kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, 
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 Mempunyai makna tali yang mengikat kedua pihak, sedangkan 
menurut istilah akad memiliki dua makna yaitu: 
a. Makna khusus yang artinya ijab dan qabul yang melahirkan hak dan 
tanggung jawab terhadap objek akad (ma-aqud’alaih), makna khusus ini 
yang dipilih oleh Hanafiyah, pada umumnya istilah akad berarti ijab dan 
Kabul atau serah terima barang atau objek dalam bermuamalah. 
b. Umumnya akad adalah setiap perilaku yang melahirkan atau 
mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber 
dari satu pihak ataupun dua pihak. definisi di atas ialah menurut 




 Akad berarti berkaitan dengan ijab (pernyataan 
penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan 
kepemilikan) dalam lingkup yang diisyaratkan dan berpengaruh terhadap 
sesuatu seperti berpindahnya kepemilikan serta manfaat dari suatu barang.
71
 
 Berdasarkan makna akad sebagaimana mestinya, maka jual beli, sewa 
menyewa dan semua akad Muawadhah lainnya serta nikah juga dinamakan 
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dengan akad, karena setiap pihak berkomitmen serta memiliki tanggung 
jawab serta mempunyai hak dan kewajibannya dari akad yang telah terjalin.
72
 
2. Dasar Hukum Akad 
 Akad memiliki dasar hukum bedasarkan Firman Allah SWT QS Al-
Maidah (5) ayat (1): 
                           
                        
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) 
dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. 





 Dasar hukum yang ke dua juga Berdasarkan pada Firman Allah SWT 
QS Ali-Imran (3) ayat (76): 
                     
“Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuat nya dan 
bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 
bertakwa”.74 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa Yakni janji yang telah dibuat 
seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah harus 
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ditepati seusai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak 
diperkenankan untuk melanggar janji yang telah disepakati. 
3. Rukun dan Syarat Akad 
 Mayoritas ulama selain Hanafiyah mengatakan rukun akad terdiri dari 
tiga macam, yaitu dua orang yang berakad (aqidain), objek yang dijadikan 
akad (ma’qud alaih), serta ungkapan ijab dan kabul. 
a. Shighah Akad 
 Sighah akad adalah ucapan atau perbuatan yang keluar dari dua 
orang yang berakad serta menunjukan kridhaan dari kedua belah pihak. 
para ulama fiqh menyebutnya dengan istilah ijab dan kabul. Akad jual 
beli shighah dibuktikan dengan ucapan maupun perbuatan keduanya 
untuk menunjukan keridhaan dengan cara tukar menukar. Berikut 




1. Akad dengan tulisan, jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah 
menurut pendapat kuat dan hanabilah berpendapat tulisan posisinya 
menempati ucapan, maka dari itu hukumnya sah akad dengan tulisan, 
baik ketika hadir ataupun gaib (tidak ada ditempat) dan ketika mampu 
mengucapkannya atau tidak. Namun Syafi‟iyah mensyaratkan sahnya 
akad dengan tulisan harus disertai dengan niat, karena menurutnya 
termasuk tulisan itu termasuk sindiran (kinayah). Namun mereka 
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mengecualikan akad nikah, tidak sah akad nikah dilakukan dengan 
tulisan. Pendapat yang dapat dipegang kuat ialah pendapat mayoritas 
ulama, karena pendapatnya didukung oleh dalil-dalil, baik dalil naqli 
maupun aqli. 
2. Akad dengan isyarah, para ulama sepakat isyarah orang yang tuna 
wicara diperbolehkan dalam akad. Hal tersebut mencakup semua 




3. Akad dengan utusan, para ulama sepakat hukumnya sah akad dengan 
utusan dalam semua akad tanpa terkecuali. 
b. Aqidain 
 Aqidain adalah setiap orang yang berhak melakukan akad seperti 
menjual atau membeli untuk dirinya sendiri atau yang menjadi wakilnya 
dari orang lain atau yang menerima wasiat. Oleh karena itu menurut 




c. Ma‟uqud Alaih 
 Ma‟uqud alaih ialah setiap benda yang menjadi objek akad, seperti 
benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, 
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benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang dalam akad 
kafalah. Diantara syaratnya ialah 
1. Objek akad harus ada ketika akad sedang berlangsung, atau ada di 
tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk 
mengadakan barang itu. 
2. Objek akad termasuk barang yang diperbolehkan. 
3. Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan 
kesamaran dan penipuan serta perselisihan di kemudian hari, baik 
sifat, warna, bentuk maupun kualitasnya. 
4. Objek akad dapat diserahterimakan atau ditunda sesuai dengan 
kesepakatan. 
5. Objek akad dimiliki penuh oleh pemiliknya.78  
 Terdapat juga syarat-syarat akad yang telah disebutkan oleh para 
ulama diantaranya: 
a. Syarat-syarat terjadinya akad, yaitu sesuatu yang menjadikan akaad sah 
menurut syara, maka jika tidak memenuhi syarat tersebut, akan menjadi 
batal. Syarat ini ada dua macam yaitu umum dan khusus. Syarat umum 
yaitu syarat yang harus ada pada setiap akad, sedangkan syarat khusus 
ialah syarat yang harus ada disebagian akad dan tidak juga diakad 
lainnya.
79
 Misalnya diserahterimakan objek dalam akad baik jual beli, 
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hibah, pinjam meminjam, gadai dan yang lainnya, maka jika tidak 
demikian hukumnya akad tersebut batal. 
b. Syarat sahnya akad, yaitu sesuatu yang disyaratkan syara untuk mengatur 
dampak akad. Jika syarat tidak terpenuhi, maka akad rusak diantara 
syarat sahnya akad yang umum menurut ulama Hanafiyah adalah 
terhindarnya akad dari enam hal yaitu, kesamaran, pemaksan, 
pembatasan waktu, ketidakjelasan, kemadharatan, dan syarat yang rusak.  
c. Syarat pelaksanaan akad, disyaratkan agar akad itu terlaksana oleh dua 
hal, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan maksudnya yaitu 
seseorang yang memiliki kebebasan mentasharufkan dan memanfaatkan 
benda. Sedangkan kekuasaan maksudnya yaitu hak yang dimiliki penuh 
oleh seseorang dalam mentasharufkan benda, baik hak asli seperti 
dilakukannya sendiri maupun wakil atau penggantinya atau orang yang 
diberikan wasiat olehnya. 
d. Syarat kepastian hukum atau mengikat. Prinsip dasar dalam akad ialah 
adanya kepastian hukum (lazim). Disyaratkan agar akad mempunyai 
kepastian hukum harus terbebas dari salah satu khiyar yang 
memperbolehkan salah satu dari kedua belah pihak membatalkan akad.
80
 
4. Macam-Macam Akad 
 Akad terbagi dalam beberapa macam dari sudut pandang yang berbeda 
yaitu dari sifatnya yaitu: 
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a. Akad sahih, yaitu akad yang sempurna menurut rukun-rukun dan syarat-
syarat menurut syariat, akad yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan 
syarat berlaku akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat 
secara pasti kepada pihak-pihak yang berakad. Akad sahih juga terbagi 
menjadi dua yaitu Nafiz dan Mauquf. Adapaun Nafiz ialah akad yang 
dilakukan orang yang mampu dan memiliki wewenang untuk melakukan 
akad tersebut, kemudian Mauquf ialah akad yang berasal dari orang yang 
mampu tapi ia tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.
81
 
b. Akad ghairu shahih yaitu, sesuatu yang rusak pada salah satu unsur dan 
dasar (rukun dan syarat). Terhadap akad yang dilakukan tidak terpenuhi 
rukun dan syarat atau kurang salah satu rukunnya maka akad itu tidak 
member pengaruh apapun dan tidak mengikat para pihak menurut jumhur 
ulama. Sementara itu akad ghairu shahih dibagi menjadi dua yaitu: 
1. Akad batil adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad 
yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang 
tidak cakap atau gila benda yang dipeerjualbelikan tidak boleh 
menurut agama seperti khamar dan bangkai. Terhadap akad batil 
apapun yang diakadkan dianggap tidak pernah terjadi, dan tidak 
menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad maupun para pihak 
yang berkada atau subjek akad. 
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2. Akad fasid adalah akad yang pad dasarnya dibolehkan syariat, namun 
ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi 
terlarang. Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah yang tidak 
dijelaskan mana rumah yang dimaksud, atau ketentuan serta syarat-
syaratnya tidak disebutakan secara jelas. Akad batil dilarang secara 
agama, sedangkan akad fasid terlarang karena ada unsure atau sifat 
yang tidak menyatu dengan akad.
82
 
 Akad juga harus diperhatikan saat awal terjadinya transaksi antara 
kedua belah pihak, akad harus memenuhi semua rukun dan syarat sahnya 
akad agar semua kegiatan bermuamalah tidak menimbulkan 
permasalahan dikemudian hari, karena kejelasan dari akad menjadi 
penting bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. 
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PEMBAHASAN DAN LAPORAN PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung 
Karang Barat 
 
1. Profil Kelurahan Sukadanaham 
 Kelurahan Sukadanaham adalah Kelurahan yang ada di wilayah 
Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Kelurahan 
Sukadanaham mempunyai luas 416 Ha, yang berbatasan dengan 
Kelurahan Susunan Baru di sebelah Utara, Kelurahan Kelapa Tiga, 
Kaliawi Persada, Kelurahan Durian Payung di sebelah Timur, Kelurahan 
Kedaung di sebelah Barat, dan Kelurahan Batu Putu dengan Kelurahan 
Sumur Putri di sebelah Selatan. Kelurahan Sukadanaham Telah dipimpin 
oleh : 
1. Hi. Hamin Raden Jayaputra  Kades s/d Tahun 1992 
2. Sairin, BA    Tahun 1992 s/d Tahun 1997 
3. Junaedi, S.Sos    Tahun 1997 s/d Tahun 2000 
4. Drs. Aidil Fitri    Tahun 2000 s/d Tahun 2002 
5. Sa’ari Saidi    Tahun 2002 s/d Tahun 2008 
6. Drs. Bahsan    Tahun 2008 s/d Tahun 2013 
7. Ahmad Antoni    Tahun 2013 s/d Tahun 2018 




 Kelurahan Sukadanaham sampai dengan sekarang telah mengalami 8 
(delapan) kali pergantian lurah.
1
 Wilayah ini juga sedang mengalami 
kemajuan yang cukup pesat khususnya dibidang wisata, dengan muncul 
banyaknya objek-objek wisata serta restoran-restoran yang berkonsep alam 
di sekitar kawasan ini, seperti puncak mas, alam wawai, bukit mas cottage 
and resto, lembah hijau dan masih banyak lagi yang akan di bagun di 
daerah ini dan tentunya juga didukung dengan infrastruktur yang sudah 
cukup memadai di daerah yang sebagaian besar kebun dan pegunungan 
ini. 
2. Kondisi Demografi Kelurahan Sukadanaham 
 Kondisi demografi yang ada di Kelurahan Sukadanaham ialah 
sebagai berikut: 
a. Jumlah Penduduk 
Jumlah Penduduk Kelurahan Sukadanaham berjumlah 3.973 jiwa 
dengan jumlah 1.025 kepala keluarga, yang terdiri dari 1.948 laki-laki 
dan 2.025 perempuan. 
b. Jumlah penduduk berdasarkan Agama 
1) Islam    : 3.955 jiwa 
2) Kristen   : 18  jiwa 
 
c. Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan 
1) TK   : 185 jiwa 
2) SD   : 1.031 jiwa 
3) SLTP   : 477  jiwa 
4) SLTA   : 1.627 jiwa 
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5) S1   : 163  jiwa 
 
d. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 
1) Aparatur sipil negara  : 120   jiwa 
2) TNI/POLRI   : 12      jiwa 
3) Wiraswasta   : 717    jiwa 
4) Buruh   : 497    jiwa 
5) Pertanian   : 625    jiwa 
6) Pensiunan   : 59      jiwa 
7) Lain-lain   : 1.741 jiwa 
 
e. Sarana ibadah 
1) Masjid   : 5 buah 
2) Mushola   : 7 buah 
 
f. Sarana Pendidikan 
1) PAUD   : 3 buah 
2) SD/MI   : 2 buah 
3) MTS/SLTP   : 1 buah 
 
g. Sarana Kesehatan 
1) Puskesmas Pembantu  : 1 buah 
2) Posyandu   : 4 buah 
 
h. Sarana Olahraga/ Kebudayaan dan Sosial 
1) Lapangan bulu tangkis : 3 buah 
2) Kolam berenang  : 3 buah 
 
3. Kondisi geografis Kelurahan Sukadanaham 




a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 1.400 m 
b. Banyaknya curah hujan   : 2.200 s/d 3.000 mm / thn 
c. Fotografi/ dataran rendah   : - 
d. Jarak dari Pemerintahan Kecamatan : 4 KM 
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e. Jarak dari Pemerintah Kota  : 7 KM 
f. Jarak dari Pemerintahan Provinsi  : 8 KM 
 
B. Praktik Jual Beli Kebun Secara Kredit 
 Sistem jual beli kebun yang ada dimasyarakat Keluarahan Sukadanaham 
Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung ialah dengan sistem 
angsuran atau kredit di mana kesepakatan jual beli krdit antara kedua belah 
pihak dibuat dengan objek berupa kebun, sistem ini sama dengan jual beli 
pada umumnya yang membedakan hanyalah cara pembayaran yang ditetapkan 
sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak biasanya pembayaran 
dilakukan selama 9-10 tahun dan pembayaran dilakukan setiap satu bulan 
sekali. Besarnya angsuran yang dibayar tergantung dari harga, berapa lama 
angsuran, dan luasnya kebun sebagai objek. Ukuran kebun yang menjadi 
objek jual beli kredit ialah panjang 26 meter x lebar 22 meter = 572 meter 
persegi. Sementara harga jual permeternya jika secara angsuran ialah Rp 
480.000; dan Rp 450.000; jika dijual secara kontan. 
3
 
 Masyarakat Kelurahan Sukadanaham biasanya melakukan jual beli 
kredit hanya dengan akad lisan, atau dengan bukti kwitansi pembayaran 
perbulannya saja, tidak dimuat syarat serta ketentuan dalam jual beli tersebut 
secara tertulis dikarenakan akad ini dilakukan dengan sikap saling percaya 
antara satu pihak dengan yang lainnya. Mereka juga terkadang hanya 
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melakukan perjanjian empat mata saja tanpa adanya saksi yang menyaksikan 
akad jual beli kebun secara kredit antara keduanya.
4
 
 Jual beli kebun dengan sistem kredit ini sudah banyak bahkan sering 
dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sukadanaham. Mereka menjadikan 
kebun sebagai objek jual belinya dikarenakan kondisi lingkungan sekitar 
mereka yang masih berupa kebun seperti kebun coklat, duren, petai serta 
dikelilingi oleh dataran tinggi. 
 Para pembeli mengungkapkan alasannya menggunakan sistem jual beli 
secara kredit atau angsuran ini ialah keterbatasan dana yang tidak cukup jika 
langsung membayar sekaligus dengan jumlah yang cukup besar, sementara 
pendapatan dari para pembeli kebun juga harus dibagi-bagi untuk kebutuhakn 
yang lainnya. Ada yang membeli tanah agar bisa digunakan untuk 
membangun sebuah rumah, juga ada yang digunakan untuk bercocok tanam 
guna mencari penghasilan, serta ada juga yang digunakan untuk investasi saja. 
 Jual beli dengan sistem kredit dilakukan oleh kedua belah pihak dengan 
cara dan ketentuan yang baik, keduanya melakukan akad secara lisan dan 
menyepakati tenggang waktu serta besaran angsuran yang harus dibayar serta 
mecatat setiap pembayarannya menggunakan kwitansi. Kedua belah pihak pun 
sama-sama terikat hak dan kewajiban yang harus mereka lakukan sesuai pada 
porsinya masing-masing. 
 Saat masa pembayaran telah memasuki masa 1 tahun, pembeli yang 
ingin memanfaatkan serta menggunakan kebun itu dilarang secara sepihak 
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oleh penjual, padahal diakad awal saat terjadinya transaksi jual beli sistem 
kredit, tidak ada perjanjian atau syarat-syarat tambahan yang di buat oleh 
kedua belah pihak, karena pada hakikatnya jual beli secara kredit ialah jual 
beli yang disegerakan penyerahan barang/objek yang dijual kepada pembeli 
dan ditangguhkan pembayarannya. 
 Praktek jual beli  sistem kredit yang awal mulanya dilakukan dengan 
baik dan lancar kini menimbulkan permasalahan, karena pihak pembeli 
merasa dirugikan adanya tindakan secara sepihak untuk melarang 
pemanfaatan kebun serta mereka juga merasa dirugikan dengan adanya hal ini 




 Jual beli secara kredit yang seharusnya dilaksanakan untuk itikad baik 
guna berinteraksi sosial dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia, 
timbul sebuah permasalahan yang terjadi saat sistem angsuran sudah setengah 
berjalan dikarenakan para penjual melarang dan masih memanfaatkan semena-
mena kebun yang telah mereka jual dan membuat salah satu pihak merasa 
dirugikan. 
C. Larangan Pemanfaatan Kebun bagi Pembeli yang Belum Lunas 
 Temuan masalah saat berjalannya masa angsuran yang dikeluhkan oleh 
para pihak pembeli kebun karena mereka dilarang untuk memanfaatkan kebun 
yang mereka beli secara kredit atau angsuran. Hal ini dapat berdampak adanya 
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kerugian dari salah satu pihak yang terlibat. Berikut beberapa wawancara 
kepada para penjual yang melarang pembeli untuk memanfaatkan kebunnya: 
 Wawancara dengan ibu Desi selaku penjual kebun dengan sistem kredit, 
ia menjelaskan alasannya menunda serta melarang pembeli memanfaatkan 
objek jual beli berupa kebun dikarenakan pihak pembeli belum melunasi 
pembayaran angsuran, jika pembayaran sudah lunas maka kebun baru bisa 
dimanfaatkan sepenuhnya baik itu bercocok tanam maupun membangun 
rumah atau bangunan oleh pihak pembeli. ibu desi juga menjelaskan dirinya 
juga masih berhak memanfaatkan kebun itu, mengambil hasilnya dan 
menebang pohon-pohonnya secara bebas meski tanpa sepengetahuan 
pembeli.
6
 Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Syahrial selaku penjual 
kebun ia menjelaskan alasannya melarang pihak pembeli memanfaatkannya 
kebunnya juga dilakukan karena alasan pembeli belum membayar lunas, 
dengan alasan sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau kredit 
walaupun mereka sudah membayar angsuran rutin tiap bulannya. Juga masih 




 Wawancara dengan bapak Tomi selaku penjual kebun ia pun 
menjelaskan, bahwa hal yang dilakukan dengan melarang pemanfaatan kebun 
itu adalah hal yang biasa saja, menurutnya tidak ada yang dirugikan dengan 
adanya larangan tersebut, karena pihak pembeli dipandangnya belum melunasi 
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angsuran dan dia pun masih berhak memanfaatkan dan menggunakan kebun 
itu tanpa seizin atau sepengetahuan pembeli. Hal ini meskipun tidak 
dibicarakan di perjanjian awal menurutnya sah saja dan seharusnya pembeli 
tahu dengan sendirinya masalah hal tersebut, serta karena rasa saling percaya 
itu mereka tidak menulis segala macam ketentuan dan syarat yang berlaku.
8
 
Bapak Jumli juga mengatakan hal yang sama, ia mengatakan bahwa larangan 
untuk memanfaatkan kebun itu didasari karena angsuran yang belum lunas, 
meskipun mereka membayar angsuran rutin tiap bulan, para penjual juga 




 Larangan yang dilakukan oleh pihak penjual kebun kepada pembeli 
untuk tidak memanfaatkan kebun dianggap oleh para penjual sebagai hal yang 
wajar dikarenakan mereka belum membayar angsuran hingga lunas, meskipun 
membayar rutin tiap bulannya. Berbeda dengan para penjual, pihak pembeli 
pun merasa keberatan dengan adanya hal itu dan merasa dirugikan karena 
sebelumnya tidak ada perjanjian apapun yang dilakukan saat transaksi terjadi 
antara kedua belah pihak. berikut beberapa wawancara kepada para pihak 
pembeli kebun yang merasa keberatan dengan adanya hal ini: 
 Wawancara dengan Septa selaku pembeli kebun, ia menjelaskan betapa 
keberatannya ia dengan hal ini karena pihak penjual tidak membicarakannya 
dari awal kepada pembeli mengenai apa saja yang ketentuannya, ia 
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menganggap jual beli secara angsuran sesuai dengan kebiasaan dan ketentuan 
pada umumnya. Alasannya membeli kebun dengan sistem angsuran ini ialah 
ingin membangun sebuah rumah di atas tanah kebun itu, tetapi uang yng 
dimilikinya hanya cukup untuk mendirikan sebuah rumah saja, maka dari itu 
ia memutuskan untuk membeli kebun secara angsuran atau kredit agar biaya 
yang dimilikinya bisa mencukupi, serta dia juga dapat bercocok tanam dan 
bisa menggunakan sisa tanah kebun dari pembangunan rumah. Jika ia 
menunggu hingga lunas dalam waktu bertahun-tahun maka kebutuhan akan 




 Wawancara dengan Ima selaku pembeli kebun, ia menjelaskan bahwa 
sistem angsuran yang diterapkan oleh pihak penjual terkesan aneh karena 
barang atau objek ditahan dan dilarang untuk dimanfaatkan, karena 
menurutnya jual beli secara kredit maupun pada umumnya ketentuannya 
sama, yang membedakan hanyalah sistem pembayaran yang dilakukan secara 
mengangsur sesuai kesepakatan kedua belah pihak berapa lama nya waktu 
pembayaran dan berapa yang harus dibayar setiap bulannya. Ia dilarang 
mendirikan bangunan di atas tanah kebun yang sudah dibelinya dengan sistem 
kredit, dia membeli kebun itu dengan sistem kredit dikarenakan ia ingin 
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 Wawancara dengan Ibrahim selaku pembeli kebun, juga menjelaskan 
bahwa apa yang dilakukan penjual kebun itu seperti sebuah tindakan semena-
mena karena mengikuti kemauan sendiri, serta memanfaatkan kebun dan juga 
menebang pohon-pohon sesuai kehendek para pembeli, jika akad awalnya jual 
beli kebun berarti tanah dan tanaman serta pohon harus mengikuti, ini tidak 
pohon-pohon itu terkadang mereka tebang dan dijual semaunya. Merasa rugi 
ia karena pak Ibrahim saat itu ingin membeli kebun yang sudah pasti semua 
yang ada di atas tanah itu terikut dibeli olehnya, serta ia juga ingin 
memanfaatkan kebun itu untuk lahan bercocok tanamnya.
12
 Danu selaku 
pembeli mengatakan pendapat yang sama, ia mengatakan bahwa yang 
dilakukan para penjual itu bisa dibilang hal yang tidak adil, karena hanya salah 
satu pihak saja yang bisa dikatakan mendapatkan keuntungan, setiap bulannya 
mereka mendapatkan angsuran yang memang sudah haknya, dan juga masih 
dapat memanfaatkan serta melakukan apa saja di kebun yang menjadi objek 
jual beli kredit ini. Seharusnya yang diuntungkan kedua belah pihak supaya 
ada keadilan di dalamnya, bukan hanya salah satu pihak yang kemudian 
membuatnya jadi tidak adil.  
 Ia juga mempermasalahkan pohon yang berada di kebun itu terkadang 
ditebang yang membuatnya lama lama akan habis. Jika demikian kenapa akad 
diawalnya ialah jual beli kebun dengan sistem kredit, kalau saja itu dikatakan 
sebagai jual beli tanah dengan sistem kredit oke saja mereka menebang dan 
memanfaatkan pohon di kebun itu dengn sesuka hati. Seharusnya saat 
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perjanjian awal dijelaskan seluruh syarat dan ketentuannya dan ditulis serta 
disaksikan oleh saksi agar jelas dan tidak menjadi masalah seperti sekarang 
ini, saat akad awal keduanya sama-sama memakai asas kepercayaan sehingga 
hanya melakukannya secara lisan saja.
13
 
 Wawancara dengan ibu Evi, ia juga memperjelas pendapat yang 
dikeluarkan oleh para pembeli lainnya bahwa tindakan yang dilakukan mereka 
para penjual itu tidak adil, selain mereka mendapat angsurannya secara rutin 
mereka juga bisa berhak seenaknya memanfaatkan atau menebang pohon yang 
ada di atas kebun yang menjadi objek jual beli kredit tersebut, karena yang 
namanya jual beli kredit ya boleh dong manfaatin objek nya hanya cara 
pembayarannya saja yang berbeda, kemudian yang namanya jual beli kebun 
ya sudah pasti tanaman dan pepohonan yang ada di atas tanah itu menjadi 
milik pembeli, kalau sudah tidak ada lagi pohonnya itu sama saja jual beli 
tanah bukan kebun begitu detailnya ia menjelaskan. Ia juga menegaskan hal 
yang sama yaitu kesepakatan diawal yang tidak menyebutkan segala syarat 
dan ketentuannya, karena mereka hanya melakukan akad secara lisan serta 
menggunakan kwitansi sebagai bukti pembayaran.
14
 Bapak Sani selaku 
pembeli kebun, juga mengungkapkan kekecewaanya kepada pihak penjual 
yang tidak memberi tau dari awal terjadinya transaksi dan terkesan berlaku 
semena-mena, kita semua dibuatnya mau tidak mau harus mengikuti aturan 
yang mereka buat, karena ini sudah terjadi saat masa angsuran sudah  
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memasuki satu tahun masa pembayaran, selain tidak dapat memanfaatkan 
objek jual ia juga menyesalkan adanya pohon yang ingin ditebang untuk dijual 
kayunya oleh pihak penjual. Rugi kita kalau sampai itu dilakukan terus 
menerus, karena akad awal kita ya jual beli kebun, bukan jual beli tanah saja.
15
 
 Menurut Hadi dan Roni tokoh masyarakat setempat, adanya 
permasalahan tersebut menimbulkan pro dan kontra antara kedua belah pihak, 
di mana mereka saling berargumen tentang hak yang harusnya didapat serta 
kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Pembeli 
beranggapan bahwa pihak penjual tidak melaksanakan kewajibannya yaitu 
memberikan objek jual beli kredit berupa kebun tetapi tetap mendapatkan 
haknya yaitu pembayaran angsuran tiap bulan yang menjadi kewajiban dari 
pihak pembeli. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu para pihak harus 
mengikuti ketentuan jual beli kredit yang sesuai dengan ketetapan yang ada, 
jika ingin menambahkan syarat serta ketentuan tambahan harus dibahas dalam 
akad perjanjian yang jelas menyebutkan semuanya.
16
 
 Berdasarkan inti wawancara terhadap pembeli kebun, Septa, Ima, 
Ibrahim, Evi, Danu, Sani mereka mempertanyakan komitmen dan akad yang 
dibuat oleh penjual kebun kepada mereka, karena mereka sudah melakukan 
sesuai apa yang disepakati. Banyak dari mereka melakukan hal itu karena 
terpaksa ingin bercocok tanam serta membangun sebuah tempat tinggal guna 
kelangsungan hidup keluarganya. sementara para pembeli lainnya 
                                                             
15
Sani, wawancara dengan penulis, Tanggal 01 April 2019 di Kelurahan Sukadanaham 
Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. 
16
Hadi dan Roni, wawancara dengan penulis, tanggal 01 April 2019 di Kelurahan 




mempermasalahkan perjanjian diawal yang dikatakan jual beli kebun secara 
angsur/kredit, tetapi pepohonan yang ada di situ, dimanfaatkan sesuka hati 
bahkan terkadang ditebang untuk dijual, yang membuat lama-lama pohon di 
kebun itu habis. Mereka hanya akan mendapatkan tanahnya tidak dengan 
kebunnya. 
 Permasalahan yang timbul akibat dari salah satu pihak membuat aturan 
secara sepihak tanpa melibatkan pihak lainnya membuat salah satu pihak 
merasa dirugikan dan timbul hubungan yang menjadi tidak baik antara 
keduanya, menurut pembeli seharusnya hal seperti itu diperjelas saat 
perjanjian awal. Jika hal ini diperjelas dari awal perjanjian mungkin tidak akan 
menimbulkan masalah, karena kejelasan dari akad atau perjanjian awal 
menjadi salah satu faktor berjalannya transaksi jual beli secara angsur atau 
kredit dengan baik.  
 Sementara inti hasil dari wawancara terhadap para pihak penjual, Desi, 
Syahrial, Tomi, serta mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan itu sah-
sah saja sebab meskipun mereka membayar angsuran secara rutin tetap saja 
terhitung belum lunas. Oleh sebab itu penjual pun melarang pembeli 
memanfaatkan serta menggunakan objek jual beli kredit berupa kebun, serta 
merasa masih berhak sepenuhnya, baik itu mengambil hasilnya, 
memanfaatkannya atau bahkan menebang dan menjual pohon-pohon yang ada 
di atas tanah kebun, dengan adanya hal ini membuat pembeli merasa dirugikan 
karena jika memang seperti itu, seharusnya dijelaskan pada perjanjian saat 




merasa atau sampai dirugikan, serta menguntungkan salah satu pihak saja. 
Tetapi mereka merasa bahwa meskipun tidak dijelaskan seharusnya para pihak 
pembeli sudah mengerti dengan sendirinya. 
 Tata cara jual beli dengan sistem kredit ini juga hanya dilaksanakan 
secara lisan atau hanya dengan kwitansi tanda pembayaran perbulannya saja 
dikarenakan kedua belah pihak saling percaya satu dengan yang lainnya. Hal 
ini juga yang bisa membuat perjanjian serta kesepakatan diawal tidak jelas, 
serta berujung pada timbulnya permasalahan, seperti yang terjadi antara kedua 
belah pihak yang terlibat. Jika perjanjian ini dilakukan dengan syarat dan 
ketentuan yang tertulis serta setiap jual beli adanya saksi-saksi yang 
menyaksikan prosesnya, maka permasalahan seperti ini dapat diminimalisir 
atau dihindari demi kebaikan semua pihak.
17
 
 Permasalahan yang ada ini dapat membuat hubungan yang baik antara 
kedua belah pihak menjadi rusak, antar tetangga yang seharusnya saling 
menjaga perasaan, berinteraksi satu sama lain begitu juga antara teman yang 
seharusnya menjalin hubungan baik menjadi rusak karena salah satu pihak 
merasa dirugikan dan pihak satunya merasa tidak merugikan yang lainnya. 
 Intinya jika hal ini terus terjadi maka akan lebih banyak orang yang 
merasa dirugikan bahwa bisa saja rugi, karena banyak yang menggunakan jual 
beli dengan sistem kredit ini karena keterbatasan dana namun harus juga 
memenuhi kebutuhan hidup keluarganya seperti mencari rezeki dengan 
bercocok tanam juga membangun rumah dan berinvestasi kebun. Keadilan 
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harus diutamakan supaya kedua belah pihak bisa saling diuntungkan serta 
tidak ada yang merasa dirugikan. 
 Hal-hal di atas seharusnya dapat dihindari dengan melakukan jual beli 
dengan sistem kredit atau dengan sistem apapun secara baik, karena 
persaudaraan serta menjalin hubungan yang baik itu perlu dilakukan agar 
dapat membawa kententraman dan kedamaian bagi semua pihak yang terlibat 
tanpa terkecuali, karena tidak ada seorang pun yang ingn mempunyai musuh 
tetapi semua orang ingin mempunyai saudara dan teman.
18
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A. Ketentuan Larangan Pemanfaatan Kebun bagi Pembeli yang Belum 
Lunas di Keluarahan Sukadanaham 
 
 Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, yaitu tentang jual beli 
kebun secara kredit serta larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang 
belum lunas, di Kelurahan Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat 
Kota Bandar Lampung. Penulis akan coba menganalisis di bab ini mengenai 
permasalahan yang terjadi.  
 Jual beli dengan sistem kredit dilakukan hampir semua golongan 
masyarakat, mulai dari kelas menengah kebawah hinga ke atas. Tak terkecuali 
yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sukadanaham, dimana mereka 
menjadikan kebun sebagai objeknya. Pada dasarnya kegiatan jual beli kebun 
dengan sistem kredit telah dilakukan dengan cara yang cukup baik, dimana 
keduanya melakukan akad tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, 
karena prinsip dasar muamalah dalam jual beli secara kredit mempunyai 
tujuan, yaitu berinteraksi sosial guna memenuhi kebutuhan hidup dan 
terpenting muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung 
unsur paksaan, hal itu dilakukan agar dapat membawa kebaikan bagi semua 
pihak yang terlibat. 
 Jual beli ini dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai macam tujuan, 
yang ingin membangun sebuah rumah tetapi biayanya tidak mecukupi untuk 
membeli kebun/tanah untuk mendirikan rumah guna memenuhi kebutuhan 




mencari rezeki atau nafkah bagi keluarganya, dan ada juga yang ingin 
berinvestasi kebun untuk kebutuhan dan tabungannya di masa depan. 
 Penjualan kebun dengan sistem kredit ini juga menjadi solusi bagi 
mereka yang mempunyai tujuan demi keberlangsungan hidupnya serta 
mereka-mereka yang memiliki biaya yang tidak banyak karena harus dibagi 
untuk kebutuhan lainnya, serta guna investasi untuk masa depan, maka hal ini 
menjadi jalan keluar bagi mereka-mereka yang memiliki keterbatasan dana. 
 Sistem kredit menjadi solusi tanpa harus mengurangi syarat dan 
ketentuan yang ada, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan 
dan juga merasa diuntungkan dengan adanya jual beli secara angsuran ini 
tanpa melupakan asas keadilan yang harus didapat oleh keduanya, karena jika 
keadilan dilupakan maka akan berakibat salah satu  pihak diuntungkan dan 
pihak yang lainnya dirugikan. Dimana pihak penjual mendapatkan haknya 
juga harus menjalankan kewajibannya, juga berlaku terhadap pihak pembeli. 
 Praktik jual beli kebun secara kedit atau angsuran yang dilakukan 
masyarakat Kelurahan Sukadanaham adalah sebagai berikut: 
1. Kedua belah pihak membuat kesepakatan objek jual beli yaitu berupa 
kebun, keduanya hanya melakukan kesepakatan berdua tanpa adanya 
saksi-saksi. 
2. Para pihak menetapkan sistem jual beli yang akan digunakan, kemudian 
keduanya memilih sistem jual beli secara angsur atau kredit. 
3. Kemudian pihak pembeli memberikan DP atau biaya awal yang disepakati 




secara kredit. Keduanya  hanya menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti 
pembayarn perbulan. 
4. Piahk penjual dan pembeli juga menetapkan besaran angsuran perbulan 
dan berapa lama masa angsuran yang akan dilakukan keduanya. 
5. Selanjutnya kedua belah pihak melakukan akad serta kesepakatan yang 
dilakukan keduanya dengan lisan dan atas dasar suka sama suka, tanpa 
unsur paksaan dari pihak manapun. 
6. Kedua belah pihak terikat syarat dan ketentuan serta memiliki 
tanggungjawab untuk melaksanakan kewajibanya serta mendapatkan 
haknya masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang dibuat keduanya. 
 Melihat dari tata cara praktik jual beli kebun secara kredit yang 
dilakukan masyarakat Kelurahan Sukadanaham telah dilakukan dengan cara 
yang sudah cukup baik akan tetapi keduanya hanya melakukan akad atau 
kesepakatan secara lisan dan hanya menggunakan kwitansi untuk tanda bukti 
pembayaran setiap bulannya, dikarenakan keduanya memakai unsur saling 
percaya antara satu dengan yang lainnya.  
 Praktik jual beli kebun secara kredit dilakukan dengan cara yang cukup 
baik serta itikad yang baik pula antara kedua belah pihak. Namun terdapat 
permasalahan yang terjadi seiring berjalannya waktu atau proses angsuran 
berjalan, penjual kebun melarang para pembeli untuk menggunakan kebun  
tersebut guna bercocok tanam, membangun rumah dan lain sebagainya, 




ada perjanjian seperti itu yang dilakukan diawal akad antara kedua belah 
pihak. 
 Pihak penjual juga masih memanfaatkan kebun dan mengambil hasilnya, 
juga menebang pohon-pohon sesukanya untuk dijual baik buah maupun 
kayunya, alasannya tetap sama yaitu mereka merasa masih berhak dan 
pembeli belum melunasinya jadi mereka masih berhak melakukan apa saja 
semau atau sesua kehendak mereka. 
 Pihak pembeli menjadi rugi dengan adanya hal yang terjadi ini, karena 
sejatinya jual beli secara angsur atau kredit dengan jual beli pada umumnya itu 
sama, hanya berbeda cara pembayarannya saja. Masalah yang terjadi penjual 
tidak menyerahkan atau melarang objek dimanfaatkan oleh pembeli dengan 
alasan belum lunas, juga mereka merasa rugi akibat penjual memanfaatkannya 
sesuka mereka bahkan menebang dan menjual pohon kayu dan buahnya tanpa 
pemberitahuan lebih dahulu kepada pihak pembeli. Padahal keduanya tetap 
memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan serta harus dapat 
mempertanggung jawabkannya berdasarkan prinsip keadilan, akan tetapi ada 
ketentuan yang dilanggar oleh salah satu pihak yakni pihak penjual tidak 
menyerahkan objek atau melarang pembeli memanfaatkannya. 
 Hal yang dilakukan oleh pihak penjual ini menurutnya sah-sah saja 
karena alasannya belum melunasi angsuran. Padahal pihak pembeli telah 
melakukan komitmennya dengan baik. Masalah ini bisa saja dilakukan oleh 




belah pihak. kejelasan dari akad merupakan salah satu faktor penting 
lancarnya suatu proses jual beli secara angsur/kredit. 
 Perjanjian jual beli secara kredit atau angsur seharusnya dilakukan 
dengan akad yang jelas tentang bagaimana ketentuannya, berapa besaran biaya 
angsuran perbulannya, serta berapa lama tenggang waktu angsuran serta 
disepakati bersama, yang juga seharusnya ada yang menyaksikannya, tidak 
boleh perjanjian yang dilakukan antara dua pihak tetapi atas kehendak satu 
pihak saja. Jika itu terjadi sejatinya dapat menimbulkan permasalahan, pasti 
ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena tidak mengetahui apa saja 
isi perjanjian yang dilakukan diawal. Sejatinya bermuamalah itu dilakukan 
atas dasar suka sama suka, antara keduanya saling merelakan jadi keduanya 
harus saling berkomunikasi saat perjanjian diawal agar jual beli secara kredit 
atau angsur ini dapat berjalan lancar sampai waktu yang ditentukan. 
 Akad atau perjanjian awal yang dilakukan ialah jual beli kebun secara 
kredit, maka seluruh tanaman yang ada di atas tanah itu ikut terjual karena 
sejatinya kebun ialah tanah yang ditanami oleh pepohonan yang bisa berkali-
kali panen. Maka jika sudah disepakati maka pihak penjual tidak boleh lagi  
mengganggu gugat tanaman pepohonan yang ada di atas tanah kebun tersebut, 
karena jika pepohonan itu diganggu atau bahkan ditebang oleh pihak penjual 
selama masa angsuran maka akad itu seharusnya bukan jual beli kebun secara 
kredit akan tetapi jual beli tanah secara kredit. 
 Ketentuan-ketentuan yang ada juga harus diperjelas saat akad awal dan 




kredit atau angsur ialah penyerahan barang atau objek jual beli disegerakan 
dan ditangguhkan pembayarannya sesuai waktu yang di sepakati oleh kedua 
belah pihak, itu berarti pihak penjual harus memenuhi kewajibannya 
menyerahkan objek jual beli kredit sesegera mungkin, kemudian ia berhak 
mendapatkan pembayarannya secara rutin setiap bulan. 
 Pihak penjual tidak boleh menahan, melarang atau mengubah objek jual 
beli kredit berupa kebun yang telah disepakati, seperti menebang pohon serta 
menjual pohon-pohonnya apalagi kalau itu dilakukan sampai pohon di atas 
tanah tersebut habis. Jika hal demikian terjadi maka kesepakatan yang 
seharusnya dilakukan ialah jual beli tanah secara kredit, bukan jual beli kebun 
secara kredit. 
 Pihak penjual boleh saja menahan atau melarang para pembeli 
menggunakan objek jual beli kreditnya jika pihak pembeli mengalami pailit 
atau tidak mampu membayar angsurannya secara rutin dan juga lalai dengan 
komitmenya membayar angsuran sesuai nominal serta tempo yang sudah 
disepakati bersama, karena jika sudah disepakati bersama maka hal itu harus 
dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan hak dan kewajiban dari masing-
masing pihak. 
 Tidak boleh pihak penjual menahan, melarang, mengotak-atik isi kebun 
yang menjadi objek jual beli kredit jika faktor-faktor yang 
memperbolehkannya tidak dilakukan oleh pembeli, penjual wajib 




Pembeli juga berhak mendapatkan objek jual beli kredit dan juga mempunyai 
kewajiban membayar angsurannya hingga lunas. 
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Ketentuan Larangan Pemanfaatan 
Kebun bagi Pembeli yang Belum Lunas di Kelurahan Sukadanaham 
 
 Menurut hukum Islam jual beli mempunyai beberapa persyaratan yang 
harus terpenuhi agar akad jual beli menjadi sah. Terdapat syarat-syarat yang 
mengikat kepada pembeli juga terdapat ketentuan-ketentuan yang mengikat 
kedua belah pihak saat akad jual beli kredit atau angsuran telah disepakati. 
Akad atau perjanjian diawal proses jual beli kredit juga harus dilakukan 
dengan jelas, supaya tidak menimbulkan penafsiran lain yang berujung kepada 
timbulnya permasalahan. 
 Jual beli telah dianjurkan sebagai kegiatan yang diperbolehkan untuk 
mecari rizki serta memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, karena manusia 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendiri karena hakikat 
manusia ialah sebagai makhluk sosial. Jual beli diperbolehkan asalkan tidak 
menyalahi aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sya‟ra, Firman 
Allah SWT surat An-Nisaa ayat 29: 
                        
                هللا             
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
 
 Setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah 




Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan 
kedua belah pihak, atau yang diistilahkan „antarâdhin minkum’. Walaupun 
kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi 
indikator dan tanda tandanya dapat terlihat. Ijâb dan qabûl atau apa saja yang 
dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai serah terima merupakan 
bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. 
 Islam telah mengatur semua kegiatan umatnya tentang cara transaksi 
yang baik dan benar antar sesama manusia. Semua hal yang dilakukan tidak 
boleh keluar dari jalur yang sudah ditetapkan, sehingga pihak-pihak yang 
terlibat tidak ada yang merasa dirugikan atau diuntungkan secara sepihak serta 
tidak adanya penyesalan di kemudian hari. 
 Salah satu yang sering dilakukan di masyarakat ialah jual beli dengan 
sistem kredit hal ini tidak diharamkan. Jual beli ini ialah salah satu bentuk jual 
beli yang diisyaratkan, dengan demikian hukum jual beli secara angsur atau 
kredit ialah boleh. Sementara penangguhan pembayaran dilakukan apabila 
keduanya telah menyetujui berapa nominal angsuran perbulan serta berapa 
lama tempo waktu angsuran. 
 Transaksi jual beli ini juga terkadang hanya menggunakan kwitansi 
semata tanpa adanya penjelasan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku, 
bahkan ada yang melakukannya dengan lisan tanpa menggunakan bukti satu 
pun, karena keduanya sudah membangun kepercayaan dengan alasan mereka 




bertentangan dengan ketentuan dasar hukum Firman Allah SWT dalam Surat 
Al-Baqarah ayat 282: 
                            
                     هللها  
…..    
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah 
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah 
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. 
 
 Jelas ayat tersebut mengisyaratkan bahwa segala bentuk kegiatan 
muamalah baik jual beli secara angsur atau tidak harus didampingi oleh bukti 
yang tertulis yang bisa menjelaskan ketetapan serta ketentuan-ketentuan yang 
ada sehubungan dengan kegiatan muamalah tersebut. Hal itu perlu dilakukan 
karena sistem jual beli kredit mempunyai tempo yang cukup lama, oleh sebab 
itu semuanya harus di catat untuk bukti tertulis tentang apa saja syarat dan 
ketentuan yang berlaku, atau apa saja yang disepakati oleh kedua belah pihak 
juga ada orang yang menyaksikannya, karenanya ketentusn serta akad awal 
yang dilakukan harus secara jelas. 
 Salah satu perbedaan antara jual beli pada umumnya dengan jual beli 
sistem kredit ialah cara pembayaran, dimana jika jual beli pada umumnya itu 
pembayaran dilakukan secara langsung, tetapi pada sistem jual beli kredit atau 
angsur pembayaran ditangguhkan sesuai kesepakatan. Namun barang atau 
objek jual beli dapat dimanfaatkan serta harus diserahkan pihak penjual 




lengkap dengan semua yang mengikutinya, jika itu kebun maka lengkap 
dengan semua yang mengikutinya tanpa harus disebut seperti pepohonan yang 
ada di atas tanah.  
 Masa tempo pembayaran angsuran di dalam jual beli kredit yang 
dilakukan dalam waktu yang cukup lama, hal itulah yang mendasari harus 
dilakukannya perjanjian secara jelas dan juga adanya saksi yang menyaksikan 
tentang apa saja yang menjadi kewajiban dan apa saja yang menjadi hak bagi 
kedua belah pihak. jika perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan tidak 
adanya saksi maka hal-hal yang terjadi seperti permasalahan yang ada ini 
menjadi rumit dan tidak menutup kemungkinan susah menemukan jalan 
keluarnya, maka dari itu harus ditulis dengan jelas semua yang menyangkut 
masalah jual beli kredit sampai masa angsurannya selesai. 
 Konsekuensi akad jual beli adalah berpindahnya kepemilikan 
barang/objek yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan uang pembayaran 
kepada penjual. Mengingat uang pembayaran dalam jual beli kredit 
ditangguhkan pembayarannya maka uang ini tidak diserahkan saat transaksi 
berlangsung. Namun, hal tersebut tidak memberikan hak kepada penjual untuk 
menolak menyerahkan barang yang dijualnya. Seandainya seseorang menjual 
dengan syarat ia tidak menyerahkan barang/objek sampai ia menerima uang 
pembayaran maka apabila harganya menggunakan sistem kredit 
(pembayarannya ditunda), akadnya batal karena barang wajib diserahkan saat 




 Merujuk pada ketentuan yang ada maka penjual tidak boleh lagi 
memanfaatkan kebun yang telah menjadi objek jual serta melarang pembeli 
memanfaatkannya, karena kebun sudah menjadi hak dari pembeli untuk 
menggunakannya atau memanfaatkannya, karena pada hakikatnya jual beli 
dengan sistem kredit ialah jual beli di mana barang atau objek jual diserahkan 
dengan segera kemudian pembayarannya dilakukan secara berngasur sesuai 
kesepakatan. 
 Pihak penjual tidak boleh menggangu gugat, menambah atau 
mengurangi yang berhubungan dengan objek jual karena pembeli sudah 
berhak memanfaatkannya dan penjual sudah tidak berhak lagi 
memanfaatkannya. Jika objek yang diserahkan itu tidak sesuai dengan 
perjanjian antara kedua belah pihak maka pembeli dapat mengembalikannya 
kemudian akad perjanjian pun batal, karena para pembeli melakukan sistem 
kredit itu juga untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya akan tempat 
tinggal, untuk bercocok tanam guna mencari nafkah serta untuk investasi 
berupa kebun bagi keluarganya di masa mendatang. 
 Beberapa hak-hak yang dimiliki oleh pihak penjual ialah sebagai berikut: 
1. Hak menahan barang/objek jual dan tidak menyerahkannya kepada 
pembeli jika pembeli dalam kondisi pailit, kesulitan keuangan dan 





2. Hak mencabut barang/objek jual apabila pembeli lalai melaksanakan 
komitmennya membayar harga barang setelah berlalunya waktu yang telah 
ditetapkan dalam transaksi jual beli. 
3. Mempertahankan pemilikan. Penjual boleh menggantungkan perpindahan 
kepemilikan dengan syarat pelunasan seluruh anggsuran. 
4. Mendapatkan bayaran atau angsuran rutin tiap bulannya dengan besaran 
dan jangka waktu yang telah disepakati. 
 Faktor-faktor yang memperbolehkan pihak penjual menahan dan 
mencabut objek jual beli tidak ada, yaitu pihak pembeli dalam kondisi mampu 
membayar, serta melaksanakan komitmenya dengan membayara harga 
angsuran sesuai kesepakatan, maka pihak penjual tidak boleh melaranag 
pembeli menggunakan kebun atau memanfaatkannya sesuai kemauan sendiri, 
karena jika itu dilakukan sama saja dengan bertindak secara semena-mena 
atau sesuai kemauan sendiri bukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak 
atau ketentuan jual beli secara kredit yang ada serta bertindak secara tidak adil 
dengan diuntungkannya salah satu pihak dan ada pihak yang dirugikan. 
 Perjanjian juga harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada yaitu di 
catat apa-apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan yang mengikat kedua 
belah pihak serta disaksikan oleh saksi semuanya harus dijelaskan saat akad 
awal dilangsungkan, oleh karena itu menurut hukum Islam jika ketentun yang 








 Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum tentang 
laranganan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas di Kelurahan 
Sukadanaham Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Ketentuan larangan pemanfaatan kebun bagi pembeli yang belum lunas, 
belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang seharusnya dilaksanakan, 
di mana dalam akad awal saat terjadinya transaksi pihak penjual tidak 
mencantumkan syarat dan ketentuan yang berlaku serta masih 
memanfaatkan tanpa sepengetahuan pihak pembeli, hal ini membuat salah 
satu pihak dirugikan, maka hal ini tidak boleh dilakukan. 
2. Menurut hukum Islam ketentuan larangan pemanfaatan kebun bagi 
pembeli yang belum lunas, belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam 
yang seharusnya dilaksanakan, di mana dalam akad awal tidak dijelaskan 
syarat serta ketentuan yang berlaku karenanya akad dianggap tidak jelas, 
maka hal tersebut tidak diperbolehkan. 
B. Saran 
 Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan maka dapat disimpulkan 
bahwa larangan pemanfaatan kebun oleh pihak penjual kepada pembeli 




ketentuan yang ada hukumnya adalah tidak boleh, oleh karena itu diperlukan 
beberapa saran, yaitu: 
1. Seharusnya akad diawal dilakukan dengan jelas, baik dan benar serta 
diperjelas apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan yang mengikat 
kedua belah pihak, serta disaksikan oleh saksi, hal ini menjadi masukan 
bagi penjual kebun dengan sistem kredit di Kelurahan Sukadanaham 
Kecamatan Tanjung Karang Barat Bandar Lampung. 
2. Seharusnya para penjual dan pembeli memahami tentang syarat serta 
ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam jual beli dengan sistem kredit 
atau angsuran ini menurut hukum Islam, untuk menghindari dan 
meminimalisir permasalahan yang akan timbul kedepannya. 
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